
"Membantu meringankan be­
ban bagi masyarakat kurang
mampu dalam memenuhi ke­
butuhan rumah tinggal layak
huni,menciptakanrumah ting­
gal keluarga yang sehat dan
bersih, serta menumbuhkan
kepedulian dan kegotongro­
yongan karena program harus
dilakukan secara swadayaoleh
masyarakat,"tuturnya.
Mengimplementasikan hal

tersebut, memerltikan serang­
kaian proses yang panjang.
"Mulai dari usulan, verifikasi
administrasi dan lapangan,
sampai pada pelaksanaannya
di masyarakat,"katanya.
Pihaknya berharap masya­

rakat yang menjadi penerima
rnanfaat dapat memanfaatkan
sebaik-baiknya bantuan ter­
sebut. "Laksanakan dan di­
manfaatkan sebaik-baiknya.
Syukuri bantuan ini sebagai
salah satu pelwujudanperhati­
an pemerintah kepada masya­
rakat. Pada pelaksana pem­
bangunan, karni mohon dapat
melaksanakan sesuai kaidah
sehinggarumah menjadi layak
huni dan terjamin keselamatan
penghuninya, toko penyedia
barang jasa juga memberikan
barangdengankualitasterbaik,
sesuai perjanjian kerja sarna.
Diharapkan bantuan stirnulan
mendorong percepatan pe­
ningkatan kualitas perumahan
dan permukiman di Kota

Wali Kota Cirnahr Ajay M
Priatnamengatakan,tantangan
dalam penyediaan perumahan
saat ini, di antaranya jumlah
rumah tidak layak huni yang
terus meningka.t di Kota
Cimahi.
"Halini dapat menimbulkan

terjadinya perumahan kumuh
jika tidak dicegah atau di­
kendalikan. Maka, bantuan
perbaikan lewat bantuan
provinsi dan BSPS sangat
membantumengurangijumlah
rumah tidak layak huni yang
ada di masyarakat sehingga
mereka bisa tinggal di rurnah
layak huni," ujar Ajay, Kamis
(6/9/2018).
Pemerintah pusat melalui

Direktorat Rumah Swadaya
dalam pemenuhan rumah
layak huni menjalankan ke­
giatan BSPSyaitu stimulan ba­
gi masyarakat berpenghasilan
rendah untuk meningkatkan
keswadayaan dalam pe­
menuhan rumah layak huni.
Kriteria penerima bantuan,
sasaran bantuan dan meka­
nisme pemberian bantuan
stirnulan ini diatur dalam Per­
aturan Menteri PUPRNomor
13/PRT/M/2016.
Tujuan dari perbaikan

rumah tidak layakhuni di an­
taranya mewujudkan pem­
bangunan berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, me­
ni?gkatkan kualitas deraiat
I
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CIMAHI, (PR).':
Bantuan perbaikan rumah

tidak layakhuni (rutilahu) de­
ngan anggaranbersumber dari
Bantuan Provinsi Jabal' dan
Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS)untuk warga
KotaCimahitahun 2018mulai
disalurkan. Bantuan bersifat
stimulan tersebut bisa mem­
perbaiki rumah tidak layakhu­
ni menjadi rurnah layak huni
dengan kerja sarna dan swa­
dayamasyarakat.
Total bantuan stimulan per­

baikan rumah tidak layakhuni
bagiwargaCimahipada tahun
2018 sebanyak 1.490 unit.
Jumlah bantu an provinsi un­
tuk rumah tidak layakhuni se­
banyak 750 unit, sedangkan
BSPSberjumlah 405 unit.
Sebelumnya, Kota Cimahi

telah menuntaskan perbaikan
rumah tidak layakhuni dengan
sumber APBD Kota Cimahi
2018 untuk 335 unit yang ter­
diri atas 300 unit' untuk per­
baikan rutilahu reguler,15unit
untuk program Bulan Bakti
Gotong Royong (BBGR), 10
unit untuk program Pening­
katan Peranan WanitaMenuju
Keluarga Sehat Sejahtera
(P2WKSS),dan 10 unit untuk
kegiatan BhaktiSiliwangiMa­
nunggal Satata Sariksa
(BSMSS). Untuk APBD Pe­
rubahan 2018 akan ada tam­
bahan 30 unit bantuan rumah
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terus bertambah karena kuali­
tas hunian menurun.
"Terutama, di kawasan per­

mukiman kumuh kebanyakan
kualitas bangunan dan mate­
rial rendah sehingga tidak
tahan lama. Bisa jadi secara
visual masih layak, tetapi
ternyata kayu-kayu hingga atap
sudah lapuk, Ada beberapa
yang belum turun bantuan su­
dah ambruk," katanya.
DPKP Kota Cimahi memas­

tikan data penerima bantuan
untuk rumah tidak layak huni
merupakan pengajuan berjen­
jang dari wilayah. "Untuk veri­
fikasi lapangan dilakukan oleh
konsultan pihak ketiga. Kami
menggunakan data yang di­
ajukan berjenjang dari kelu­
rahan dikoordinasikan RT­
RW," katanya
Tiap tahun Pemkot Cimahi

terus menganggarkan untuk
perbaikan rumah tidak layak
huni. Pihaknya juga berharap
Pemprov Jabar dan pemerin­
tah pusat turut membantu
mengentaskan rumah tidak
layak huni. "Pernerintah sa­
ngat peduli dalam mengen­
taskan rutilahu. Melihat ke­
tersediaan anggaran, masya­
rakat diharap bersabar dan se­
moga dapat membangkitkan
jiwa gotong royong masyarakat
untuk menyelesaikan rumah
yang direhab hingga layak
huni." tuturnya. (Ririn
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Verifikasi ulang
Kepala Dinas' Perumahan

dan Kawasan Pemukiman
(DPKP) Kota Cimahi Muham­
mad Nur Kuswandana me­
nambahkan, mekanisme ban­
tuan rumah tidak layak huni
yang bersumber dari APBD
Kota Cimahi dan Banproy
Jabar serta BSPS sarna. "Data
rutilahu yang ada di DPKP di­
verifikasi ulang oleh petugas ke
lapangan. Mereka sudah beker­
ja sejak Mei dan setelah dida­
pat data sesuai dengan kriteria
maka penerima manfaat dican­
tumkan dalam surat keputusan
Banprov Jabar maupun pe­
merintah pusat melalui kemen­
terian," ujarnya. .
Besaran nilai bantuan men­

capai Rp 15juta. Untuk BSPS,
nilai Rp 12,5juta dipakai untuk
material dan sisanya upah,
sedangkan pada APBD Kota
Cimahi nilai upah mencapai
Rp 5juta.
"Untuk besaran nilai bantu­

an sarna agar tidak menim­
bulkan kecemburuan, memang
besarannya tidak mencukupi
kebutuhan karena sifatnya
stimulan. Maka, harus dibantu
swadaya masyarakat agar men­
jadi layak huni," ucapnya.

Pihaknya memperkirakan,
masih tersisa sekitar 1.400-
1.500 rumah tidak layak huni
di Kota Cimahi. Data setiap
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